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Menimbang:a.bahwadalamrangkapenataanpengelolaandibidang
pertambangan agar lebih terarah' terpadu dan
menyeluruh serta berkelanjutan' dengan

men-gikutsertakan masyarakat yang- bertujuan agat
p.rrg-.1o1""t pertambangan mineral . dan .batubara
dilafukan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna
serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung' telah

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

b

dan Batubara;

bahwa dengan berubahnya kewenangan Pemerintahan
Daerah pr&insi dalam urusan pemerintahan bidang

mineral dan batubara, maka perlu dilakukan peninjuaan
kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 4 Tahun iO13 sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

e".rgetola"t Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang

Penetap"an Perlturan Pemerintah Pengganti Undang-

U"ar"! Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
n"...t" Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-

t;d;;g lloinor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah- Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara

i;h;" 196dNomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran

N;;;;^ Republik Indoneiia Tahun L984 Nomor 95'

Tai-rbahan Lmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

2688\;
Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peratuln Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun Lggg tentang Kehutanan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4412);

Mengingat 1

2
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 teotang

Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik

IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tat.un 2010 tentang

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51 l0);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60r2l;
I 1 .Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5142);
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l2.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Reklamasi dan Pascatambang Batubara (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tetfi'atg

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam

Mineral Nomor 34 tahun 2077 terftatg Perizinan di Bidang

Pertambangan, Mineral dan Batubara

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Lampung Tahun
(Lembaran Daerah
1, Tambahan Lemb

2OOg samPai dengan Tahun 2029

Provinsi LamPung Tahun 2010 Nomor

aran Daerah Provinsi Lampung Nomor

3a6l;

Dengan Persetujuan Bergaroa

DEWAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH PROVIISI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAII TENTAI{G PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Lampung'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung'

3. Gubernur adalah Gubemur Lampung'

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi LamPung.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/ Kota se-Provinsi

Lampung

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah Provinsi'

Dinas adalah Dinas yang menangani Pertambangan dan

Energi di Provinsi LamPung.

6

7
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18.

19.

S.KepalaDinasadalahKepalaDinasyangmenanganiPertambangandanEnergi
di Provinsi LamPung.

g.PertambanganadalahSebagianatauseluruhtahapankegiatandalamrangka
penelitian,pengelolaandanpengrrsahaanmineralataubatubarayangmeliputi
penyelidikan umum' eksploiasi, studi kelayakan' konstruksi' penambangan'

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan' serta kegiatan

pascatambang.

10'Pengelolaanadalahusahayangdilakukanolehsubjekhukumdalamkegiatan
eksplorasi, produksi dan distribusi terhadap suatu objek'

1 1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat

fisik dan kimia terientu serta susunan kristal teratur atau gabunganya yang

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu'

12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara

alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan'

13.PertambanganMineraladalahpertambangankumpulanmineralyangberupa
bijih atau batuan, di luar p"nas bumi, minyak dan gas bumi' serta air tanah'

14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat

di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

15. usaha pertambangan adarah kegiatan daram rangka pengusahaan mineral

atau batubar" y".ri *"tip'ti tahaf,an kegiatan penyelidikan umum' eksplorasi'

studi kelayakan, 
"konstruksi, 

penambangan' pengolahan dan pemurnian'

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang'

16. Perizinan adalah proses mendapatkan legalitas dalam melaksanakan suatu

kegiatan

77. lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP' adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan'

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

kegiatarr penyelidikan umum, eksplorasi' dan studi kelayakan'

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah

p"t"t "".r^.., 
IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan

tahapan

selesai
operasi

produksi'

20. tzin Pertambangan Raliyat, yang selanjutnya disingkat IPR' adalah izin untuk

melaksanakarr r.urr" p.it"-Ju"gun dalam wilayah pertambangan ralcyat

dengan luas wilayah dan investasi terbatas'

21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi'

22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh

informasi """,,^ 
t".pe.i,.cl dan tetiti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai

lingkungan sosial dan lingkungan hidup'

23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk

memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk

menentukan t"f"y"t"t' ekonomis dan teknis usaha pertambangan' termasuk

analisis mengenai dampak lingkungan serta Perencanaan pascatambang'
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24.

hasil studi kelaYakan.

25. Konstmksi adalah kegiatan
pembangunan seluruh fasilitas
dampak lingkungan.

26. Penambangan adalah bagian

pertambangan untuk melakukan
produksi, termasuk Pengendalian

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi

konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan

dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan

usaha
operasi

kegiatan usaha pertambangan untuk

memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya'

2T.PengolahandanPemurnianadalahkegiatanusahapertambanganuntuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan

dan memPeroleh mineral ikutan'

28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan

mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan

dan pemurnian sampai tempat penyerahan'

29. Penjuaian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil

pertambangan mineral atau batubara'

30. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang

pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan

terkedudukan dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia'

3l.JasaPertambanganadalahjasapenunjangyangberkaitandengankegiatan
usaha Pertambangan.

32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan' yang selanjutnya disebut AMDAL'

adalah kaj ian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan p.j" lingkungan hidup yang diperlukan bagr proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan'

33. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya

Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah uPaya yang

dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh

penanggungiaw"U usah" dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan

AMDAL.

34.Reklamasiadalahkegiatanyangdilakukansepanjangtahapanusaha
pertambangan untuk menata, memulihkan' dan memperbaiki kualitas

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannYa.

35. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, ada-lah

kegiatanterencana,sistematis,danberlanjutsetelahakhirsebagianatau
seluruhkegiatanusahapertambanganuntukmemulihkanfungsilingkungan
alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah

penambangan.

36'PemberdayaanMasyarakatadalahusahauntukmeningkatkankemampuan
masyarakat,baiksecaraindividualmaupunkolektif'agarmenjadilebihbaik
tingkat kehiduPannYa.
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37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang

memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan

administrasipemerintahanyangmerupakanbagiandaritataruangnasional'

38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP' adalah bagian

dari wP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi

geologi.

3g.WilayahlzinUsahaPertambangan,yangselanjutnyadisingkatWIUP'adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP'

40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR' adalah bagian

dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat'

4l.WilayahPencadanganNegara,yangselanjutnyadisingkatWPN'adalahbagian
dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional'

42.ModaldalamnegeriadalahmodalyangdimilikiolehnegaraRepublik
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia' atau badan usaha yang

berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum'

43. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk

dijual kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah' Badan Usaha Milik Negara

@UfrAry, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)' atau Badan Usaha Swasta

Nasional'

44. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota yang

""*" 
d"rrgu., WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP'

BAB II
RUAT{G LINGKUP

Pasal 2

(1) Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi, meliputi:

a. Usaha Pertambangan Mineral, terdiri atas:

1. Mineral logam;

2. Mineral bukan logam; dan

3. Batuan.

b. Usaha Pertambangan batubara'

(2) Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana

dilaksanakan berdasarkan:

a. Pemberian WIUP dan IUP pada WUP; dan

b. Pemberian IPR Pada WPR

(3) WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP'

(4) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR'

Pasal 3

dimaksud pada ayat (1)

Pengelolaan Pertambangan mineral dan Batubara di Daerah Provinsi, meliputi:

u. i"..rr"u.ran pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
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b'penetapanWIUPdanpenerbitanlUPsesuaikewenanganberdasarkanketentuan
peraturan Perundang-undangan;

c. penerbitan IPR dalam WPR di Daerah Provinsi;

d. penerbitan lzin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral

dan batubara.
BAB III

XEC'ENANGAN

Pasal 4

tanggung jawab dalam Pengelolaan(1) Gubernur memiliki wewenang dan

pertambangan Mineral dan Batubara'

(2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' meliputi:

a. Penetapan wilayah izin 
-usaha pertambangan mineral bukan .Iogam 

dan

batuan di daerah dan termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;

b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam

rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah - izin usaha

pertambanganDaerahyangberadadiDaerahtermasukwilayahlautsampai
dengan 12 mil laut';

c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam

rangka penanaman modal dalam negeri pada witayah izin usaha

pertambangan yang berada di Daerah termasuk wilayah laut sampai dengan

12 mil laut;
d. Penerbitan izin pertambangan ralryat untuk komoditas mineral logam'

batubara, -i.t"."I bukan lolam dan batuan dalam wilayah pertambangan

rakYat;
e'Penerbitanizinusahapertambanganoperasiproduksikhususuntuk

pengolahan a"r, pe-u"'ian dalam ianqtta penanaman modal dalam negeri

yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

f. Penerbitan izin usaha l"s' p"tt"tbangan dan surat keterangan terdaftar

dalam rangka penanarnan modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam

1 (satu) Daerah Provinsi;
g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

h. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha

pertambangan eksplorasi dan operasi produksi pada lintas wilayah

kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua

belas) mil;
i. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha

pertambanga., y"rrg berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/ kota

ian/atau wilayah laut + lempat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

j. penginventarisasian, pt"y"lidik"' dan penelitian serta eksplorasi dalam

rangkamemperolehaatadaninformasimineraldanbatubarasesuaidengan
kewenangannYa;

k. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan

batubara,sertainformasipertambanganpadadaerahwilayahprovinsi;
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I. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah wilayah

provinsi;
m'pengembangandanpeningkatannilaitambahkegiatanusahapertambangan

di Provinsi;
n. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

o. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di

wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;

p. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum' dan
' 

p".,Lti,irt serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;

q. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri' serta ekspor

kepada Menteri dan Bupati/Walikota;

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan

s. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan'

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g

dimilikiolehGubernursedangkankewenangansebagaimanadimaksudpada
ayat (2) huruf h sampai dengan huruf s dilimpahkan kepada Kepala Dinas'

BAB TV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Gubernur men5rusun rencana pengelolaan pembangunan mineral dan

batubara dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(21 Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling kurang

memuat:
a.inventarisasidatapotensipertambanganmineraldanbatubaradiDaerah

Provinsi;

b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah

Provinsi dan nasional;

c.KebijakandanstrategipertambanganmineraldanbatubaradiDaerah
Provinsi;

d. Kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan

e. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan'

(3) Rencana Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana

dimaksudpadaayat(r)danayat(2|,disusununtukjangkawaktu5(lima)
tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan'

(4) Rencana Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana

dimaksudpadaayatlfldanayat(2l,disusununtukjangkawaktu5(lima)
tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan'

(5)Rencanapengelolaanpertambanganmineraldanbatubarasebagaimana
dimaksudpadaayat(3),menjadipedomanpen]rusunanRencanaStrategisdan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah'
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(6)

(1)

(2)

Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur'

Pasal 6

PenJrusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

sebigaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan oleh perangkat Daerah yang

membidangi urusan energi dan sumber daya mineral '

Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral

dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang

membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi

urusan perencanaan pembangunan daerah'

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf I
Pasal 7

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. WIUP mineral logam

b. WIUP mineral bukan logam

c. WIUP batuan;dan

d. wlUP batubara

(1)

(1)

(2\

(3)

(4)

WIUPadalahwiiayahataubagiandariwilayahusahapertambanganminerallogam,
mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah

Paragraf 2
Mineral logam dau/atau batubara

Pasal 8

Pengusahaan pertambangan mineral logam dan/ atau batubara di Daerah

Provinsi,dilakukanpadaWIUPminerallogamdan/ataubatubarayang
ditetapkanPemerintahPusatsesuaiketentuanperaturanperundang-
undangan.
(21-PenetapanWIUPminerallogamdan/ataubatubaradidaerahProvinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan atas usulan Gubernur

berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian'

Pasal 9

Gubernur melakukan pelelangan terhadap WIUP mineral logam dan / atau

batubara yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat'

ProseslelangWIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha , koperasi' dan perseorangan'

Ketentuan iebih lanjut mengenai pelelangan WIUP mineral logam dan batubara

diatur dalam Peraturan Gubernur'



Paragraf 3

Mlaeral Bukan Logam dan/ atau Batuan

Peeel 10

(1) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan
berdasarkan usulan penetapan WIUP dari pemohon badan

koperasi,atau Perseorangan.

dilakukan
usaha

(2\ Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan keterangan

kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota'

Usulan penatapan wlUP mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan

urrtuk lebih dari 1 (satu) WIUP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan wIUP mineral bukan

logam dan/ atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur'

Pasal 11

Gubemur menetapkan wlUP mineral bukan logam dan/ atau batuan dalam

Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan l2 (dua belas) mil'

PenetapanWIUPmineralbukanlogamdan/ataubatuansebagaimana
dimaksudpadaayat(1),berpedomanpadaWUPdenganketentuanbatasdan
luas wiiayah sebagai berikut :

a. paling banyak 25.ooo Ha ( dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan

mineral bukan logam; dan

b. paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu

hektar) untuk pertambangan batuan'

penetapan batas dan luas pemberian wluP mineral bukan logam dan/atau

batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil kajian

yang paling kurang meliPuti :

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara;

e. tingkat kepadatan dan penduduk; dan

f. kondisi sosial ekonomi.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dan luas wilayah dalam

pemberian wIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan diatur dalam

Peraturan Gubernur.

Pasal 12

penetapan wlUP mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

urusan perizinan.

(1)

-10
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(1)

(2\

(3)

t1\

(3)

(4)

b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang

berlangsung, telah berakhir,dan/ atau yang sudah dikembalikan;

c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih

berlaku,yang sudah berakhir, dan/ atau yang sudah dikembalikan; dan

d'interpretasipenginderaanjauhbaikberupapolastrukturmaupunsebelum
litologi batuan.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, paling kurang meliputi:

a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara,termasuk wilayah

laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;

b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;

c. memiliki singkapan sumberdaya mineral dan batuanbara;

d. memitiki potensi sumberdaya mineral dan batubara;

e. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau

batubara;

f'merupakanwilayahyangdapatdimanfaatkanuntukkegiatanpertambangan
secara berkelanjutan;

g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi; dan

h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai

RencanaZonasiWilayahPesisirdanPulauKecitdiDaerahProvonsi.

Dalam melaksanakan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau

bantuan, Perangkat Daerah yang mimbidangi urusan perizinan berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya

mineral.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral

melakukan kajian penetapan batas dan luas pemberian wIUP mineral bukan

logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)' serta

kesesuaiandenganrencanapengelolaanpertambanganmineraldanbatubara'

DalammelakukankajianpenetapanbatasdanluasWIUPsebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi

dan sumbei daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait'

Pasal 13

Dalamhalterdapatpotensimineralbukanlogamdan/ataubatuandiDaerah
Provinsi yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur mengusulkan

penetapanWUPbarukepadaPemerintahPusatsesuaiketentuanperaturan
perundang-undangan.

Usulan penetapan WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berupa

datadaninformasiberdasarkanhasilkajianpotensiSesuaiketentuan
peraturan Perundang-undangan'

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang

meliputi:
a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/ atau batubara;
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(5) Kajian potensi mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (41, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

(l) Gubemur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan

nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan hasil kajian.

(3) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)'

dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam

Peraturan Gubernur'

Bagian Kedua

Wilayah PertambangaD RakYat

Pasal 15

(1) pengrrsahaan Pertambangan Ralryat di Daerah Provinsi dilakukan pada wPR

yangditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. WPR mineral logam;

b. WPR mineral bukan logam;

c. WPR batuan; dan

d. WPR batubara.
Paeal 16

(1)GubernurmengusulkanpenetapanWPRsebagaimanadimaksuddalamPasal
15 kepada pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian paling memenuhi kriteria:

a.mempunyaicadanganmineralsekunderyangterdapatdisungaidan/atau
diantara tePi dan tePi sungai;

b.mempunyaicadanganprimerlogamataubatubaradengankedalamanpaling
tinggi 25 (dua Puluh lima meter);

c. endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba;

d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang'

(2) Usulan penetapan wPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah'

Bagian Ketiga

Wilayah Izin Usaha Pertambangau

Pasal 17

(1) WIUP adalah witayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan batubara,

minerallogam,mineralbukanlogamdanbatuanyangtelahditetapkanoleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah'
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(2) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral logam dan batubara dapat

dilaksanakan setelah mendapatkan wIUP dengan cara lelang dan kepada

pemenang lelang langsung diberikan IUP.

(3) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan mineral batuan dapat

dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara pencadangan wilayah.

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada Badan usaha, Koperasi atau

Perorangan.

(5) Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tata cara mendapatkan wlUP dengan

cara lelang diatur dengan Peraturan Gubernur'

Bagian KeemPat

Tata Cara Permohonan WIUP

Pasal 18

(1) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

diajukan pada Gubernur sesuai dengan kewenangannya'

(2) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem

permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas

pertama untuk mendaPatkan WIUP.

(3)PermohonanWIUPdibatasiolehkoordinatgeografislintangdanbujursesuai
dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional'

(4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan WIUP paling lama 10 (sepuluh) hari sejak

diberikannya tanda terima bukti permohonan WIUP'

(5)Permohonanyangmemenuhipersyaratanpermohonanwilayah,diberikanpeta
WIUP berikut koordinat oleh Gubemur sesuai dengan kewenangannya, sebagai

Lampiran KePutusan IUP.

(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaiprosedurpermohonanwilayahdiaturlebih
Ianjut oleh Gubernur.

BAB VI

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Baglan Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi:

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara.
(2) Pertambangan mineral sebagaimana

digolongkan atas:

dimaksud pada ayat (l) huruf a

a. pertambangan mineral/ unsur radioaktif;

b. pertambangan mineral/unsur logam;

c. pertambangan mineral/unsur bukan logam; dan

d. pertambangan batuan.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan setiap jenis komoditas tambang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Gubemur'

Pasal 20

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam

bentuk:

a. IUP; dan

b. IPR.
Pasd 21

(1) IUP terdiri atas dua tahaP:

a.IUPEksplorasimeliputikegiatanpenyelidikanumum'eksplorasi,danstudi
kelayakan; dan

b.IUPOperasiProduksimeliputikegiatankonstruksi'penambangan'
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan'

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan
' ' 

sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) IUP diberikan kePada:

a. Badan Usaha;

b. Koperasi; dan

c. Perseorangan '

(4}KetentuanmengenaiprosedurlUPEksplorasidanlUPoperasiProduksidiatur
lebih dengan Peraturan Gubernur'

Bagian Kedua

Penerbitan Izlu Usaha Pe rtambangan

Paeal22

(1) Penerbitan IUP bagi Pemenang lelang WIUP' diatur sebagai berikut:

a. pemenang lelang menempatkan jaminan kesungguhan' membayar harga

Lorrrp..r"""i informasi data, persyaratan finansial, dan pemyataan

kesanggupan untuk memenuhi kewaj iban lingkungan; dan

b. Gubernur sesuai kewenangannya langsung

pemenang lelang WIUP'

menerbitkan IUP kePada

(2)PenerbitanIUPmela]uitatacarapermohonanwilayah,diatursebagaiberikut:
a. pemohon sudah melakukan prosedur permohonan wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, bagi yang sudah memenuhi Persyaratan

pencadanganWIUPdiberikanpetaWIUPberikutkoordinatsebagailampiran
Surat Keputusan IUP; dan

b.GubernursesuaikewenangannyamenerbitkanlUPkepadapemohonyang
memenuhi persyaratan administratif, teknis' dan fi nansial'

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk IUP Eksplorasi dan IUP

Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur'

-14
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Bagian Ketiga

Izln Usaha Pertambangan

Pasal 23

(1) Gubemur menerbitkan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara dalam rangka penanarnan modal dalam negeri, meliputi:

a. IUP untuk minera-l logam;

b. IUP untuk mineral bukan logam;

c. IUP untuk batuaan; dan

d. iUP untuk batubara

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. IUP EksPlorasi; dan

b. IUP Operasi Produksi.

(3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk 1

mineral atau batubara 
Pasar 24

(satu) jenis

penerbitan IUP sebagaimana dimaksud datam pasal 23, dilakukan oleh perangkat

daerah yang membidangi urusan perizinan.

Baglan KeemPat

Izin Ueaha Pertambangan E$lorasl
Pasal 25

IUp eksplorasi diberikan kepada pemohon pemegang wIUP dengan luas dan batas

wilayah paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki'

Pasal 26

(1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi

kelayakan.
(2) pemlgang IUp Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

sebelum melakukan operasional kegiatannya, Pemegang IUP Eksplorasi mineral

dan batubara terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas

tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan '

Pasal 28

( t ) Jangka waktu IUP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. IUP Eksplorasi mineral logam, paling lama 8 (delapan) tahun;

b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam, pa-ting lama 3 (tiga) tahun;

c. IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 7

tahun;

(tujuh)
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d. IUP Eksplorasi minerl batuan, paling lama 3 (tiga) tahun; dan

e. IUP Eksplorasi batubara, paling lama 7 (tuluh) tahun'

(2) Perpanjangan IUP Eksplorasi hanya berlaku untuk kegiatan eksplorasi dan

studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (Ll.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP Eksplorasi diatur dalam

Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Izin Usaha Pertambangan Operasl Produksl

Pasal 29

(1)IUPoperasiProduksi,meliputikegiatankonstruksi,penambangan,pengolahan
dan/atau pemurnian, serta pengankutan dan penjualan'

(2) Pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh

kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan

oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 31

(1)Sebetummelakukanoperasionalkegiatannya,pemeganglUPoperasiproduksi
wajib memproses hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dapat

dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas

Pasal 32

( 1) Penerbitan IUP
diterbitkan oleh
Bupali/Walikota.

(2) penerbitan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah adanya pengajuan dari Bupati/Walikota'

(3) Tatacara Penerbitan Rekomendasi Teknis diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

untuk wilayah kerja yang tidak lintas kabupaten/ kota

Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari

IUp Operasi produksi diberikan kepada pemohon pemegang IUP Eksplorasi, dengan

ketentuan batas luas wialayah sebagai berikut:
a. paling banyak 25.OOO Ha ( dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan

mineral logam;

b.Palingbanyak25.o0oha(limaribuhektar)untukpertambanganmineralbukan
logam;

c. paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektaf) untuk pertambangan batuan; dan

d. Paling banyak 15.OOO Ha (lima belas ribu hektar) untuk pertambangan

batubara.

Pasal 3O
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Bagian Keenam

Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksl

Pasal 33

( 1) IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari

Bupati/Walikota atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut'

(21 Kepada pemegang IUP Ekspiorasi diberikan prioritas pertama untuk

mengusahakan bahan galian lain (bukan asosiasi mineral utama) yang

keteidapatannya berada dalam wlup Eksplorasi dengan mengajukan

permohonan baru.

(3)ApabilapemeganglUPEksplorasitidakberminatatasbahangalian
sibagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kesempatan pengusahaannya dapat

diberikan kepada pihak lain dengan cara ditawarkan kepada peserta lelang

urutanberikutnyasecaraberjenjangdengansyaratnilaihargakompensasidata
informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama'

(4) Permohonan baru pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu

mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama'

(5) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi

sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan

persyaratan peningkatan operasi produksi'

Pasal 34

(1)IUPoperasiProduksidapatdimohondandiberikankepadabadanusaha,
koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi'

(2) IUP Operasi Produksi diberikan Gubernur sesuai dengan kewenangannya'

(3)IUPOperasiProduksidapatdiberikankepadabadanusaha'koperasidan.peroranganyangtelahmempunyaidatalUPEksplorasi,denganpersyaratan

irpo.u., lengkap eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL sudah dipenuhi oleh

pihak lain sesuai aturan yang berlaku.

(4) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur termasuk wilayah laut sampai

dengan 12 mil laut setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/walikota.

Bagian KetuJuh

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 35

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit

5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling

banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi wIUP dengan luas paling

sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)

hektar. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi wlUP

dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar'

(4) pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi wIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima)

hektar dan paling hanyak 5'000 (lima ribu) hektar'
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(5)PemeganglUPoperasiProduksibatuandiberiWIUPdenganluaspalingbanyak
5.000 (tima ribu) hektar.

(6)PemeganglUPEksplorasiBatubaradiberiWIUPdenganluaspalingsedikit
s.ooo0imaribu)hektardanpalingbanyakS0.oo0(limapuluhribu)hektar.

(7)PemeganglUPoperasiProduksibatubaradiberiWIUPdenganluaspaling
banyak 15.OOO (lima belas ribu) hektar'

Bagian KedelaPan

Pencabutan trIilayah lzin Usaha Pertambaagan

Pasal 35

(1) Pemegang IUP dapat sewaktu-waktu mengajukan permohonan

Gubemur sesuai kewenangannya untuk menciutkan sebagian

mengembalikan semua WIUP'

kepada
atau

(2)Pencabutanataupengembalianwilayahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur'

Bagian Kesembilan

Jangka Waktu IUP

Pasal 37

(1) Jangka waktu IUP Eksplorasi terdiri atas:

a.untukpertambanganminerallogamdapatdiberikandalamjangkawaktu
paling lama 8 (delaPan) tahun;

b. untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan. paling lama

dalam jangka wakL S (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu

aapat iiUeiit<an dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;

c.untukpertambanganbatuandapatdiberikandalamjangkawaktupaling
lama 3 (tiga) tahun; dan

d.untukpertambanganbatubaradapatdiberikandalamjangkawaktupaling
lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi terdiri atas:

a. untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan datam jangka waktu

paling lama 2o (Iua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali

masing-masing 10 (sePuluh) tahun;

b.untukpertambanganmineralbukanlogamdapatdiberikandalamjangka
waktu paling tam"' tO (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali

masing-masing 5 (lima) tahun;

c.untukpertambanganmineralbukanlogamjenistertentudapatdiberikan
dalam jangku *Lt. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat

aiperpanlang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

d. untuk pertambangan batuan Japat diberikan dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5

(lima) tahun; dan
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e. untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling

lar.rra 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-

masing 10 (sePuluh) tahun.

Pasal 38

(1) pemegang IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya jangka waktu IUP sudah mengajukan permohonan perpanjangan

IUP Operasi Produksi kepada Gubernur sesuai kewenangannya'

(2) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:

a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);

f. neraca sumber daYa dan cadangan;

g. studi Kelayakan; dan

h. persetujuan AMDAL.

(3) Untuk IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali

wilayah IUP dikembalikan kepada Gubernur, apabila pemegang IUP bermaksud

untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan

prioritas.

(4)KeputusanditerimaatauditolakpermohonanPerpanjanganlUPoperasi
produksi akan diterbitkan paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi

Produksi dimaksud.

Bagian KesePuluh

BerakhirnYa IUP

Pasal 39

(1) IUP berakhir karena:
a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunYa.

(2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis

dan disertai dengan alasan yang jelas'

(3)PengembalianlUPsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dinyatakansahsetelah
disetujuiolehGubernursesuaidengankewenangannyadansetelahmemenuhi
kewajibannYa.

(4) IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila:

a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta

peraturan Perundang- undangan;

b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini; atau

c. pemegang IUP dinyatakan pailit'
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(5) IUP berakhir atau habis masa berlakunya, apabila dalam jangka waktu yang

ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan

atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak

memenuhi Persyaratan.
Pasal 4O

(1) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16'
' 

p"*"g".rg IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2)KewajibanpemeganglUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dianggaptelah
dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai dengan

kewenangannYa' 
Pasal 4l

(1)lUPyangtetahdikembalikan,dicabut,atauhabismasaberlakunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikembalikan kepada

Gubernur setelah melaksanakan pelestarian dan pemulihan lingkungan dan

reklamasi Pasca tambang.

(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan

kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai

dengan ketentuan dalam perundang-undartgan'

(3) Pengembalian IUP kepada Gubernur sebagaimana dalam ayat (1) pemegang IUP

wajlbmenyerahkanseluruhdatayangdiperolehdarihasileksplorasidan
operasi produksi kepada Gubernur'

Bagian Kesebelas

Hak dan KewaJibaa Pengusahaan

Pasal 42

(1) Hak-hak Pemegang IUP, Yaitu:

a. dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usa}ra pertambangan, baik

kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;

b. dapat memanfaatkan prasarana dan sararra umum untuk keperluan

pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

c' berhak memiliki minera], termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang

telahdiproduksiapabiiatelahmemenuhiiuraneksplorasi,iurantetapatau
iuran produksi; dan

d.dijaminhaknyauntukmelakukanusahapertambangansesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Pemegang IUP wajib:

a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang

kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perlindungan lingkungan serta

mematuhi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum

memulai kegiatan operasi produksi

c. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta keuangan;



d. mengelola lingkungan hidup yang mencakup kegiatan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan

melakukan reklamasi dan pasca tambang;

e. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan

rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;

f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

g. meiaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat;

h. menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal'

i. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat

mengajukanpermohonanlUPoperasiProduksiatauIUPKOperasiProduksi;
j. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;

k.melakukanpengola}randanpemurnianhasilpenambangandidalamnegeri;
1. tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;

m. tidak/dilarang melakukan pengolahan dan pemumian dari hasil

penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR;

n. pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil

Lksplorasi dan operasi produksi kepada gubernur sesuai dengan

kewenangannYa;

o. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;

p. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan

pelaksanaankegiatanusahapertambanganmineraldanbatubarakepada
Gubernur;

q. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

r. setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang

sahamnyadimilikiolehasingwajibmelakukandivestasisahampada
Pemerintah,pemerintahdaerah,badanusahamiliknegara'badanusaha
milikdaerah,ataubadanusahaSwastanasionalmenurutketentuan
peraturan Pemerintah.

(3) Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan

kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan' dan manajemen dari

Pemerintah Daerah Provinsi; dan

b. mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR

diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang' kesehatan dan

keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan' dan mematuhi

standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi;

d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat

secara berkala kepada pemberi IPR'

-21



(5) Tatacara pelaksanaan atas hak dan kewajiban pengusahaan pertambangan

mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur'

'r',

Bagian Keduabelae

Peaghentlan Sementara Kegiatan IUP

Pasal 43

(1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi

keadaan kahar (force maejeurel, dan/atau keadaan yang menghalangi dan/atau

kondisi daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan sehingga

menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha pertambangan'

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi

masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

disampaikrt d.., diajukan kepada Gubernur secara tertulis paling lama

lempal belas) hari sejak tedadinya keadaan dimaksud'

(4) Gubernur jika dipandang perlu dapat mengrrji kebenaran penghentian

sementara atas laporan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1).

(5)Gubernursesuaidengankewenangannyawajibmenerimaataumenolakdisertai
alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan'

(6)Jangkawaktupenghentiansementarakarenakeadaankahardan/ataukeadaan
yan; menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun'

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur

dan/atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

(1)

L4

Pasal 44

(1) Izin Penghentian Sementara berakhir karena:

a. habis masa berlakunya; atau

b. permohonan Pencabutan '

(2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian izin penghentian

sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau

pengajuan permohonan tetapi tidak disetujui' maka penghentian sementara

tersebut berakhir.

(3) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara

berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya dan

mengajukanpermohonanpencabutanpenghentiansementarasertadisetujui
oleh Gubernur, maka penghentian sementara tersebut berakhir'
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BAB VII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

(1) Untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di

Daerah Provinsi, Gubernur menerbitkan:

a. lzirr Usaha Jasa Pertambangan; dan

b. Surat Keterangan Terdaftar.

(2) Penerbitan Izin usaha Jasa Pertambangan dan surat Keterangan Terdaftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi urLlsan pelayan perizinan'

Baglan Kedua
Izia Ueaha Jasa Pe rtambangan

Pasal 46

(1) Badan usaha, koperasi dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang

melakukanusahapenunjangkegiatanpertambanganintiwajibmemilikilzin
Usaha Jasa Pertambangan.

(2) Usaha penunjang kegiatan kegiatan pertambangan inti sebagaimana dimaksud

pada aYat (1), meliPuti:

a.konsultasi,perencElnaan,pelaksanaan,danpengujianperalatandibidang:
l. penyidikan umum;

2. eksplorasi;

3. studi kelaYakan;

4. konstruksi Pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. lingkungan Pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau

8. keselamatan dan kesehatan kerja'

b. konsultasi, perencanaan, dan pengu,jian peralatan di bidang:

1. penambangan; atau

2. pengolahan dan Pemurnian'
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaipenerbitanlzinUsahaJasaPertambangan

diatur dalam Peraturan Gubernur'

Baglan Ketlga
Surat Keterangaa Terdaft ar

Pasal 47

(1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan pelaku jasa pertambangan yang

melakukanusahapenunjangkegiatanpertambangannonintiharusmemiliki
Surat Keterangan Terdaftar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat Keterangan Terdaftar diatur

dalam Peraturan Gubernur'
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BAB VIII

PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyelidikan dan Penelitlan

Pasal 48

(1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan penyelidikan dan penelitian

pertambangan dalam rangka penetapan WP'

(2) pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangannYa'

(3) penyelidikan dan penelitian untuk mineral logam dan batubara dilakukan oleh

Menteri, aPabila:

a. berpotensi lintas wilayah provinsi;

b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/ atau

c. belum terdapat lembaga riset daerah di provinsi'

(4) penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi

oleh rencana tata ruang'
(5) Tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penelitian diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Inveatarlsasl, Peugelolaan Data dan Inforroasl

Pasal 49

(1) Inventarisasi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan

informasipotensipertambangandilakukanmelaluikegiatanpenyelidikandan
penelitian.

(2) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

dikumpulkan dan diolah sesuai dengan sta-ndar nasional pengolahan data

geologi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya'

(3)Datasebagaimanadimaksudpadaayat(l)palingsedikitmeliputi:

a. peta geologi, yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi

logam dan/ atau batubara;

b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/ atau

yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;

c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang

berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada pemerintah

daerah;

d. peta geokimia dan/ atau peta geofisika; dan

e. interpretasi penginderaan jarak jauh baik berupa pola struktur mauPun

sebaran litologi.

(4) Gubernur menyarnpaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri'



(5) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dievaluasidandigunakansebagaibahan
p"rr"iupu., WP oleh Menteri yang menangani Energi dan Pertambangan '
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Baglaa Ketlga

Tata Cara Penugasan

Pasal 5O

(1) Pemegang IUP wajib
penerimaan negara
perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku'

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. iuran tetaP;

b. iuran eksPlorasi; dan

c. iuran Produksi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

(1)Gubernursesuaidengankewenangannyadapatmenugasilembagarisetnegara
dan/ataulembagarisetdaerahuntukmelakukanpenyelidikandanpenelitian
pertambangan di WP dalam rangka menunjang penyiapan WUP dan WPN'

(2) Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan wilayah yang akan dilakukan

penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan'

1S1 benetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan

dengan Menteri dan Bupati/Walikota'
(4) Bup;ti/walikota aapal mengusulkan kepada Gubernur sesuai dengan

kewenanganny" "r^i., 
wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian

dalam rangka Penugasan '

(S)Ketentuanpelaksanaantatacarapenugasanpenyelidikandanpenelitian
pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur'

BAB IX

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5l
membayar pendapatan negara berupa

bukan pajak sesuai dengan ketentuan
pajak dan

peraturan



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha
pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauarl' dan evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan

batubara.

(3) Pengawasan yang dimaksud ayat (1) meliputi antara lain:

a. administratif, yang berisi eva-luasi laporan perencanaan

reklamasi, dan

kegiatan usaha
kegiatan usahapertambangan dan evaluasi laporan pelaksanaan

pertambangan;

b. teknis pertambangan;

c. pemasaran;

d. keuangan;

e. pengolahan data mineral dan batubara;

f. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

g. keselamatan dan kesehatan ke{a pertambangan;

h. keselamatan operasi pertambangan;

i. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,
pascatambang;

j. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang

bangun dalam negeri;

k. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

m. penguasaan, pengembangan' dan penerapan teknologi pertambangan;

n. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang

menyangkut kePentingan umum;

o. pengelolaan IUP atau IPR; dan p. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha

pertambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGGUNAAN TANAH/L.IIHAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Baglan Kesatu

Penggunaaa Tauah/ Lahan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangau

Pasal 53

(1) Hak atas wilayah WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
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(2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah

mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

(3) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi akan mengajukan peningkatan IUP Operasi
produksi maka Pemegang IUP Eksplorasi dimaksud wajib terlebih dahulu
menyelesaikan sebagian atau seluruh wilayah dalam wIUP Operasi Produksi

dengan pemegang hak atas tanah.

(4) pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan

bersama dengan yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(5) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam hal ganti rugi maka penyelesaiannya

diserahkan Gubernur sesuai dengan kewenangan'

(6) Apabila masih tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi maka' 
penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi wilayah IUP dan yang bersangkutan'

(7)Biayayangberhubungandengangantirugitermasukbiayaperkaradi
pengadilan Negeri dibebankan kepada Pemegang IUP Eksplorasi yang

bersangkutan.

(8)ApabilapemeganglUPEksplorasitelahmengadakanpenyelesaiandengan
pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah negara untuk luas

wlUP Operasi Produksi yang akan diajukan sebagai peningkatan IUP Operasi

Produksi, maka luas WIUP Operasi Produksi tersebut ditetapkan sebagai

kawasan pertambangan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan'

(g) Apabila luas wIUP Operasi Produksi telah ditetapkan menjadi kawasan

pertambangan, maka dalam kawasan pertambangan dimaksud tidak dapat

diberikan hak atas tanah kepada pihak lain.

Baglan Kedua

Pengelolaan dan Pemantauan Liugkuagan Hldup

Pasal 54

(1) pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas

kegiatan yang dilakukannya s€unpai dengan berakhirnya IUP'

(2) pemegang IUP diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), sebelum melaksanakan kegiatan penambangan'

(3) pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan ke Dinas setiap 6 (enam) bulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur'

Bagian Ketiga

Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 55

Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang'

Reklamasi dan pascatambang wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat

kegiatan penambangan dan untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai

peruntukkannya diseluruh wilayah penambangan.

(1)

(2t



(s)

(2)
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(3) pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan

kesehatan keq'a, serta konservasi mineral dan batubara'

Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan

p."""t.*1"rrg sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan

perhitunganbiayapascatambangyangtelahmendapatkanpersetujuan
Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur'

(4)

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 56

(1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan

batubara.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dapat dilakukan

(1)

dengan:

a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;

b. memberikan informasi,saran,dan pendapat dalam pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara;dan

c. melaporkan kejadian kerusakan atau pengerusakan di wilayah

pertambangan.
BAB XIII

FASILITAS DAN KER^'A SAMA

Pasal 57

Gubernur melaksanakan fasilitas, meliputi:
a. penelilian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;

b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan pertambangan mineral

dan batubara; dan

c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan

usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara'

Dalam rangka fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilaksanakan kerja sama dengan:

a. lembaga pendidikan;

b. lembaga penelitian;

c. badan usaha, dan

d. masyarakat.

BAB XIV

TATA T{IAGA

Pasal 58

(1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan bahan setiap

bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar

setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat'
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(21 Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada

^y^l 
(1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam

penjualan mineral bukan logam dan batuan.

(3) penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksrrd pada ayat (1) dan ayat (21, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi urusan eners' dan sumber daya mineral'

Pasal 59

(1) pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan dan

batubara setiap bulan kepada Perangkat daerah yang membidangi enerry dan

sumber daya mineral.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pafing kurang memuat:

a. Harga jual;

b. Volume Penjualan;

c. Kualitas;

d. Titik penjualan; dan

Bia5,a penyusuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau Negara tujuan'
e

disertai dokumen Pendukung'

Pasal 6O

(1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah

Provinsi.

(2) Pelaksanaan fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dilakukan,olehPerangkatDaerahyangmembidangiurusaneners/dansumber
daya mineral.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga mineral bukan logam dan

batuan, pelaporan kegiatan penjualan mineral dan batubara, serta fasilitasi

pemasaran hasil usaha pertambangan ralcyat, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

DATA DAN SISTEM INFORIIASI PERTAMBANGAN

Pasal 62

(1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan

mineral dan batubara di Daerah Provinsi.

(2) pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada

ayat (l ), paling kurang meliPuti:

a. data potensi pertambangan mineral dan batubara;

b. data WUP dan WPR;

c. data pemegang WIUP; dan

d. data pemegang IUP dan IPR'
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(3) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilaksanakan melalui
inventarisir, penyelidikan dan penelitian, seta eksplorasi.

BAB ](1II

PENGHARCiAAN

Pasal 63

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:

a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik
(g o o d -mining p r actice sl ;

b. masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif
dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/ atau usaha jasa

pertambangan.

(2) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk

piagam, plakat, medali, dan/ atau bentuk lainnya dan diatur dengan Peraturan

Gubernur.
BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Paeal 64

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi

administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran terhadap ketentuan

peraturan perundangan'

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

operasi produksi; dan/ atau

d. pencabutan IUP;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap Din;
g. denda administratif; dan

h. sSanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XTIIII

KETENTUAN PIDAI{A

Pasal 65

(1) Ketentuan Pidana berupa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang antara lain;

a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin

b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan

penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/ atau

izin tempat penimbunan; dan

c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumber daya air,

yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk; mata air, sungai, pantai, situ,

waduk, rawa, danau, rawa yang terpengaruh pasang surut air laut dan
jembatan sungai.
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(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak

3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing satu bulan, apabila peringatan

tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementafa atau
pencabutan IUP.

BAB XIK

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik

polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan

melakukan Pemeriksaan;

c. men]ruruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yarrg diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan Perkara;

h.mengadakanpenghentianpenyidikansetelahmendapatpetunjukdari
Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal

tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggunglawabkan

Pasal 67

pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI'(
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan

batubara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau

belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini'
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BAB ]Q(
KETENTUEN PENUTUP

Pas.el 69
tetapkan Peraturan Daerah l" maka Peraturan Daerah provinl,

Lampung
Batubara (Lembaran Daerah provinsi

Nomor 4 Tahun 20 13 tentan lolaan Pertambangan Mineral dan
ung Tahun 2013 Nomor 4 TambahanLembaran Daerah provinsi Lampung No or 385) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pas 7A
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ggal diundangkan.

l8ar 1e1ian 
orang dapat mengetahuinya,

Daerah ini dengan penempatannya dalam

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 2! nes e:ber 2y1T

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAM

memerlntahkan pengundangan peraturan
Lembaral Daerah provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Dese cer. 2OlZ

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

I'UNG,

;

ttd

nd

Ir. St.lTO NO. \,lM
Pembina Utama

NrP 19580728 198602 1002

Salinan sesu dengan aslinya
KEPALA B OHUKUM,

Z!&FIKa&,s.H, u.H
-'r."il'u? ffi #i Tr'rT.. 1.0o.

'IAHUN 2Ol7 NoMoR.....r.7...
NOMOR REGTSTER PERATURAN TTAERAH FROVINSI LAMPUNG 1.2j. t a.a. L. / ....:..1

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2' TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I UMUM

SebagaimanadiamanatkanpadaUndang-UndangDasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (21 disebutkan bahwa

cabarrg-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam

yanf terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor

23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah,makadaerahdiberikan
kewenanganuntukmengelolasumberdayamineraldanbatubarayangtersedia
diwilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian' sesuai dengan

ke*e.rang"n.rya. Untuk itu pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

dilakukanolehdaerahdalamrangkamenjaminkesinambunganbahantambang
yangmerupakankekayaanalamyangtakterbarukan,untukitudiperlukan
pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat

dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada

pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk

iebih meningkatkan kontribusi kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara,

dalamrangkamelaksanakanamanatPasal33Pasal(2)Undang-UndangDasar
Negara Repubtik Indonesia 1945 tersebut, kebijakan dan pengaturan

p"idry^g.r.r""., dan pengelolaan sumber daya mineral sebagai sumber

Lekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan

Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejalan dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan tersebut perlu dilakukan penataan pengaturan yang

terkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi: 1.

menjamin penyediaan data yang cukup melalui kegiatan inventarisasi dan

konservasi sumber daya mineral, tenaga profesional, peningkatan fungsi

penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan

ikliminvestasiyangkondusifdenganpengaturanfiskalsertakewajiban
keuangan lain bagi pelaku ekonomi bidang pertambangan mineral dan batubara

yang saling menguntungkan bagi semua pihak; 2. pemberian izin oleh Gubernur

sesuai kewenangannya; dan 3. adanya jaminan kepastian hukum yang lebih

transparan serta menghilangkan hambatan birokrasi dalam pelayanan kegiatan

usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk menghapus segala bentuk

penyimpangan dan penyalahgunaan serta adanya tumpang tindih kewenangan,

sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif. Berdasarkan

pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pemanfaatan dan

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung'

-33
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas.

Pasal 2
CukuP jelas'

Pasal 3
CukuP jelas.

Pasal 4
CukuP jelas.

Pasal 5
CukuP jelas.

Pasal 6
CukuP jelas.

Pasal 7
CukuP jelas.

Pasal 8\-' cukupjelas.

Pasal 9
CukuP jelas.

Pasal 1O

CukuP jelas.

Pasal 11

CukuP jelas.

Pasal 12

CukuP jelas.

Pasal 13

CukuP jelas.

Pasal 14\-'/ 
cukup jelas.

Pasal 15

CukuP jelas'
Pasal 16

CukuP Jelas

Pasal 17
CukuP jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
CukuP jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
CukuP jelas.

Pasal 3 1

Cukup jelas'

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
CukuP jelas.

Pasal 38
CukuP jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.



-36

Pasal 43

Ayat (1)- 
v"rrg dimaksud dengan okeadaan kaha/ antara lain adalah perang,

kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi' banjir' kebakaran

dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia' Yang dimaksud

dengan okeadaan yang menghalangi" antara lain, blokade' pemogokan-

peniogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan

p..atrarrperundang-undanganyangditerbitkanolehPemerintahyang
menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan

(Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, Penambangan Tanpa

Izin). Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan' adalah

apabilakondisidayadukunglingkunganwilayahtersebuttidakdapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya minera-l

dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya'

Ayat (21

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (4)

CukuP jelas.

Ayat (s)

CukuP jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7\

CukuP jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
CukuP jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas'

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
CukuP jelas.

Pasal 53
CukuP jelas.
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Pasal 54
CukuP jelas'

Pasal 55
CukuP jelas.

Pasal 56
CukuP jelas'

Pasal 57
CukuP jelas'

Pasal 58
CukuP jelas.

Pasal 59
CukuP jelas.

Pasal 60
CukuP jelas.

Pasal 61
CukuP jelas.

Pasal 62
CukuP jelas.

Pasal 63
CukuP jelas.

Pasal 64
CukuP jelas.

Pasal 65
CukuP jelas.

Pasal 66
CukuP jelas.

Pasal 67
CukuP jelas'

Pasal 68
CukuP jelas.

Pasal 69
CukuP jelas.

Pasal 70
CukuP jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR""'4Jg'


